******* TELISIK

SEKILAS TENTANG PEMBERIAN GELAR DOKTOR
HONORIS CAUSA (HC)/GELAR KEHORMATAN
DI UNIVERSITAS GADJAH MADA

Ully Isnaéni Effendi, S.E.’
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| Gelar Doktor Honoris Causa
kH.C)/Doktor Kehormatan adalah‘
‘gelar kesarjanaan yang diberikan oleh‘
‘suatu perguruan tinggi/universitas‘
‘ ang memenuhi syarat kepada‘
feseorang, tanpa orang tersebut perlu
Pntuk mengikuti dan lulus dari‘
Pendidikan yang sesuai untuk‘
mendapatkan gelar kesarjanaannya
tersebut. Gelar Doktor Honoris Causa,
dapat diberikan apabila seseorang
tersebut telah dianggap berjasa dan|
atau berkarya luar biasa bagi ilmul
pengetahuan dan umat manusia.l
Tidak

tinggi/universitas dapat memberikanl

semua perguruan

éelar Doktor Honoris Causa

tH.C)/Doktor Kehormatan, hanya‘
|

berguruan tinggi/universitas yang

‘rnernenuhi syaratlah yang diberikan

hak secara eksplisit untuk memberi
\

|
|
|
\
|
|
|
éelar Doktor Honoris Causa‘
tH.C)/Doktor Kehormatan. Terdapat‘
\
|
|
|
|
|
\
|
|

l‘)eberapa peraturan yang menjelaskan

r‘nengenai pemberian Gelar Doktor
| onoris Causa (HC)/Gelar
Fehormatan, baik peraturan secara
Pasional maupun intern Universitas
padj ah Mada (UGM).

|
Persyaratan

\ Pada tahun 1963 terdapat
Keputusan Menteri Perguruan Tinggi|
dan IImu Pengetahuan No.120 Tahun|
1963 tentang Penertiban Pemberian
Gelar “Doctor” dan “Doctor Honorisl
Causa” (Doktor Kehormatan) serta!
Gelar-gelar Sarjana Kehormatan!
Lain. Keputusan Menteri Perguruan
JTing gi dan [lmu Pengetahuan tersebut
r‘nenyebutkan bahwa:

ﬁ. Gelar Doktor, disingkat Dr




diberikan kepada Sarjana setelah|
menempuh dengan hasil baikl
sesuai promosi denganl
mempertahankan sebuah thesis. |
berwenan g‘
menyelenggarakan promosi
tersebut adalah universitas
negeri/universitas swasta

disamakan.

|
\
\
|
\
Q.Yang
|
\
\
|
\
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|
\
\
\
o
. Syarat-syarat untuk men]adl‘

promovendus, syarat-syarat dan‘

prosedur promosi diatur Menteri‘
|
\

\
|
\
| Perguruan Tinggi dan Ilmu
| Pengetahuan.

| Peraturan lainnya adalah,
Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia (RI) dengan Nomor 43
Tahun 1980 tentang Pemberian Gelar]
Doktor Kehormatan (Doctor Honoris|
Causa). Peraturan Pemerintah RIl
tersebut dikeluarkan sebagai bentuk!
benyeragaman pemberian Gelar
Doktor Kehormatan (Doctor Honoris
tausa) oleh perguruan tinggi dengan
lberdasarkan syarat-syarat serta tata
makna dan tujuannya. Dalam

eraturan Pemerintah RI tersebut

- = Tiijelaskarr bahwa —gelar—tersebut —

|
\
\
|
| . \
cara yang seragam dan sesuai dengan‘
\
\
\
|

adalah gelar kehormatan yang|
diberikan oleh suatu perguruan tinggil
kepada seseorang yang dianggap telahl
berjasa dan atau berkarya luar biasal

Bagi ilmu pengetahuan dan umat

manusia. Pasal 2 ayat (1) pada
Peraturan Pemerintah tersebut
r‘nenyebutkan bahwa gelar
kehormatan ini dapat diberikan
| epada Warga Negara Indonesia
$WNI) atau Warga Negara Asing‘
?WNA). Pasal 2 ayat (2) menyebutkan‘

lPahwa gelar tersebut diberikan‘

sebagai tanda penghormatan bagi jasa,
ataukarya: |
yang luar biasa di bidang ilmu
pengetahuan dan teknologi,)

pendidikan, dan pengajaran; \

pengembangan pendidikan danl
pengajaran dalam satu ataul
sekelompok bidang ilmul
pengetahuan, teknologi, dan sosial
budaya;

yang sangat bermanfaat bagi
kemajuan atau kemakmuran dan

a.
|

|

b. yang sangat berarti bagil
\

|

|

|

|

\

I

\

| )

| kesejahteraan Bangsa dan Negara
|

Indonesia pada khususnya serta

umat manusiapadaumumnya; — — — — -



d.yang secara luar biasal
mengembangkan hubungan baik

dan bermanfaat antara Bangsa danl

dan Negara lain di bidang politik,‘
|

|
|
| Negara Indonesia dengan Bangsal
|
|

ekonomi, dan sosial budaya;
le.yang secara luar biasa
| menyumbangkan tenaga dan
pikiran haoi nerkemhangan
|
|
\
\
\
|
|
|
\
\
\
|

s
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Tidak semua perguruanl
l[inggi/universitas dapat memberikan
éelar Doktor Honoris Causa
kH.C)/Doktor Kehormatan. Terdapat‘

eberapa persyaratan yang harus‘
dipenuhi oleh perguruan tinggi‘
sebelum memberikan Gelar Doktor‘
}(ehormatan (Doctor Honoris Causa),

- Wartu: |
|

pernah menghasilkan sarjanal

dengan gelar ilmiah doktor; |

membina dan mengembangkan!

bidang ilmu pengetahuan yang‘
|
\

bersangkutan dengan bidang ilmu
pengetahuan yang menjadi ruang
lingkup jasa dan atau karya bagi‘
pemberian gelar; |
memiliki Guru Besar Tetap
sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang‘
dalam bidang yang dimaksud‘
dalam hurufb. |

| Selanjutnya, pada tahun 1992,

|
L.
|
2. memiliki fakultas atau jurusan yang|
|

|

|

|

|

|

\
3.
|

|

|

|

terdapat Surat Edaran Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan RI No.
52/MPK/92 tentang Pedoman|
Pemberian Gelar Doctor Honoris|
Causa yang menjelaskan beberapal
poin yaitu: \
1. berdasarkan Undang-Undang No.2!
| Tahun 1989 tentang Sisteml
Pendidikan Nasional Pasal 18 ayat‘
(5) yang menyatakan bahwa
“institut dan universitas yang
memenuhi persyaratan berhak
untuk memberikan gelar doktor

\
\
\
|
.
kehormatan (Doctor Honorls‘

— Causa) kepada tokol‘r—tokol”ryang‘




dianggap perlu memperoleh
penghargaan amat tinggi berkenan
dengan jasa-jasa yang luar biasal
dalam bidang ilmu pengetahuan,
teknologi, kemasyarakatan, danl

kebudayaan.” |

5. Gelar Dr.H.C. dapat diberikan oleh

|
\
\
\
\
\
|
\
\
\
\
\
|
\
\
\
\
\
|
\
|
?
\

universitas/institut yang‘
memenuhi persyaratan kepada‘
tokoh kesarjanaan/akademisi:
a. yang berjasa luar biasa dalam‘
pengembangan suatu disiplin‘
ilmu tetapi tidak/belum‘

memiliki gelar doktor dalam

disiplin yang bersangkutan; |
b. yang telah memliki gelar doktor

dalam suatu disiplin ilmu yang

diperoleh dari suatu
universitas/institut, dan bukan
dari universitas/institut yang|
akan memberikan gelar Dr.H.C.!

yang telah memiliki gelar‘

c.
Dr.H.C. dalam suatu disiplin
ilmu, kemudian mendapat gelar
Dr.H.C. dalam suatu disiplin
ilmu lain dari

universitas/institut yang sama

atau yang lain.

.Universitas/institut dapat

memberikan penghargaan dengan|

cara lain, seperti misalnyal
pemberian medali, piagam,
penyebutan nama gedung dalam!
lingkungan almamater, dsb.!
kepada tokoh dari luar lingkungan‘
kesarjanaan/akademik atas jasanya
pada universitas/institut yang
bersangkutan atau pengabdiannya
untuk kepentingan umum, tetapi
tidak dengan pemberian gelar
Dr.H.C. yang merupakan gelar

|
|
\
|
|
|
|
akademik. |

4. Sekalipun di negara-negara tertentu,

dilakukan juga pemberian gelar
Dr.H.C. kepada tokoh dari
lingkungan luar
kesarjanaan/akademik, namun hall
itu tidak mendapat apresiasi positif]
dari kalangan akademik yang ingin!
mempertahankan bobot gelarl
Dr.H.C. sesuai dengan harkatnya‘
sebagai gelar akademik. Oleh sebab/
itu maka sebaiknya di Indonesia
dengan tradisi akademik yang‘
relatif masih muda dan memiliki‘
universitas/institut yang belum
semuanya mantap dan mapan

sebagai—pusat—ilmiah; Sebaikrrya‘



| ditetapkan ketentuan yang ketat|
| sebagaimana tersebut di atas. |
\ Dalam Keputusan Menteril
Pendidikan dan Kebudayaan RI No.!
036/U/1993 tentang Gelar danl
Sebutan Lulusan Perguruan nggl‘
gebagal pelaksanaan dari ketentuan
bab VII Peraturan Pemerintah Nomor‘
&0 Tahun 1990 tentang Pendldlkan‘
Ll"1ngg1 disebutkan pada pasal 15‘
Pahwa Gelar Doktor Kehormatan
$Doct0r Honoris Causa) dapat‘
glberlkan kepada seseorang yang,
felah berjasa luar biasa bagi ilmu,
pengetahuan, teknologi, kebudayaan,
kemasyarakatan dan/atau
kemanusiaan. Terdapat persyaratan|
bagi calon penerima gelar Doktor
Kehormatan, yaitu memiliki gelar
akademik sekurang-kurangnyal
sarjana dan berjasa luar biasa dalaml
bengembangan suatu disiplin ilmu
Jpengetahuan, teknologi, kebudayaan,
kemasyarakatan dan/atau

kemanusiaan. Pasal 16 ayat (2)
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institut yang memiliki wewenang|
menyelenggarakan Programl
Pendidikan Doktor berdasarkan surat!
keputusan menteri. |
| Pasal 20 dalam Keputusan‘
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan‘
RI No. 036/U/1993 tentang Gelar dan
éebutan Lulusan Perguruan Tlnggl‘
‘dlsebutkan bahwa perguruan tlnggl‘
%/ang tidak memenuhi persyaratan
?esual dengan ketentuan peraturan‘
Pemndang undangan yang berlaku‘
‘Pdak dibenarkan memberikan gelar‘
zgkademlk, sebutan profesmnal,‘
sebutan profesi dan/atau gelar doktor,
kehormatan. Ditambahkan pula
dalam pasal 21, bahwa: \
(1) Gelar akademik dan/atau sebutan |

profesional yang diperoleh secaral

sah tidak dapat dicabut atau \

ditiadakan oleh siapapun;

\

\

|

(2) Keabsahan perolehan gelar

| akademik dan/atau sebutan

| profesional dapat ditinjau

| kembali karena alasan akademik;
3) Dan pelaksanaan ketentuannya

akan diatur oleh Direktur

|
|
|
|
|
\
|
| |
| Jenderal. |
|
|
\
|
|
|
|



Pelaksanaan dan Kebudayaan.
| Peraturan Pemerintah RI i
Nomor 43 Tahun 1980 tentang
Pedoman Pemberian Gelar Doktor!

Kehormatan (Doctor Honoris Causa)‘

hlenjelaskan bahwa pemberian gelar
hapat diusulkan atas saran dan

knisiatif perguruan tinggi atau atas

saran dan inisiatif pemerintah. Usulan

Pemberian gelar atas saran dan
}nisiatif perguruan tinggi diajukan
Pleh rektor bersangkutan kepada

|
\
|
|
|
|
|
\
|
|
|
‘ .
| Pemberian gelar atas dasar

penteri dengan disertai

pertimbangan-pertimbangan lengkap, usulan dari perguruan tinggi harus,
atas karya atau jasa yang mendapatkan persetujuan dari
bersangkutan untuk memperoleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan,
persetujuan menteri. Sedangkan| apabila Menteri Pendidikan dan|

tisulan gelar atas saran dan inisiatifl Kebudayaan tidak menyetujui maka|

instansi pemerintah diajukan olehl pemberian gelar ini tidak dapatl
menteri yang membawahi bidangl  dilaksanakan. Pemberian gelar atasl
tugas instansi pemerintah yang Usulan, saran, dan inisiatif daril
Bersangkutan kepada Menteri instansi pemerintah. Apabila‘

{)erguruan tinggi yang bersangkutan

tidak menyetujui, pemberian gelar ini
\

Pendidikan dan Kebudayaan dengan
tembusan kepada perguruan tinggi
%idak dapat dilangsungkan. Apabila

\ e e
ada usulan atas saran dan inisiatif baik

| .. . .
dari instansi pemerintah maupun

\
| ang akan memberikan gelar dengan‘
\
\ |
\ \ |
\
\
\

disertai pertimbangan-pertimbangan
engkap atas karya atau jasa yang
Persangkutan, untuk memperoleh Perguruan tinggi dan kemudian‘

- = ?ertimbarrgarr Menteri— Pendidikan — ﬂ\/Ienteri Pen(ﬁdikandan{(ebudayaanf - -



tidak menyetujuinya, pemberian gelar]

ini tidak dapat dilangsungkan.
Apabila terdapat perbedaan pendapat
antara Menteri Pendidikan danl
Kebudayaan dan menteri yang‘
membawahi atau mengkoordinasikan‘
Bidang tugas instansi pemerintah yang‘

ersangkutan mengenai usul‘

emberian gelar, masalahnya‘
disampaikan kepada Presiden untuk
fnemperoleh keputusannya. |
| Pada tahun 1992, terdapat‘
§urat Edaran Menteri Pendidikan dan‘
Kebudayaan RI No. 52/MPK/92
tentang Pedoman Pemberian Gelar
Doctor Honoris Causa yang
menjelaskan bahwa pelaksanaan
pemberian gelar Doktor Kehormatan|
(Doctor Honoris Causa) suatul
universitas/institut sebagaimanal
diatur pasal 8 ayat (5) Undang-
Undang No. 2 Tahun 1989 tentang‘
Sistem Pendidikan Nasional dan pasal‘
25 ayat (1) sampai dengan ayat (4) pp
No. 30 Tahun 1990 tentang‘
i’endidikan Tinggi perlu
‘memperhatikan kelaziman dan tradisi
?kademik, sebab gelar Dr.H.C. pada

- = Jflakikamyaadalahge}arakadenﬁk.* - errsebut. ————————

| Tahun 1993 terbit Keputusan

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan|
RINo. 036/U/1993 tentang Gelar dan|
Sebutan Lulusan Perguruan Tinggil
sebagai pelaksanaan dari ketentuan!
Bab VII Peraturan Pemerintah Nomor
30 Tahun 1990 tentang Pendidikan
JTinggi. Keputusan tersebut mengatur

l‘)ahwa pemberian gelar Doktor

|
|
\
\
kehormatan dapat diusulkan oleh‘
senat fakultas dan dikukuhkan senat
?niversitas/institut yang memiliki‘
yewenang. Usul tersebut diajukan‘
?leh rektor kepada menteri dengan‘
disertai pertimbangan lengkap atas,
karya atau jasa yang bersangkutan,
untuk mendapat persetujuan menteri. |
Usul dan pertimbangan pemberian|
gelar Doktor Kehormatan tersebut|
bersifat rahasia. Dan pemberian Gelar
Doktor Kehormatan hanya dapat!
dilakukan apabila mendapatl

bersemjuan menteri dan dilaksanakan!

Sesuai dengan tata cara yang berlaku
di universitas/institut yang
l‘)ersangkutan. Gelar Doktor‘
kehormatan disingkat menjadi Dr.‘
$H.C.) dan ditempatkan di depan

|

ama penerima hak atas gelar



Doktor Honoris Causal
tH.C)fDoktor Kehormatan di UGM/

| Setiap pemberian gelar‘
Doktor Kehormatan UGM diikuti
hengan keputusan Rektor atau‘
eputusan Ketua Senat UGM‘
‘mengenai pelaksanaan pemberian‘

\
elar doktor kehormatan. Sebagai‘

\
gelar doktor kehormatan (Doctor‘

f:ontoh adalah pelaksanaan pemberian,

Honoris Causa) tahun 1996 yang
diatur dalam Keputusan Rektor/Ketua
Senat UGM N o |
UGM/161/6000/UM/01/37. Pada
Keputusan Rektor/Ketua Senat UGM|
No. UGM/161/6000/UM/01/37
tentang Pelaksanaan Pemberian Gelar
Doktor Kehormatan (Doctor Honoris!

Causa) pada UGM, tahun 1996,‘
|

Hij elaskan beberapa hal, yaitu:

I. Penilaian usul pemberian gelar

doktor kehormatan

a. Usul pemberian gelar doktor‘
kehormatan diajukan atas saran‘
dan inisiatif UGM ataupun atas
saran dan inisiatif instansi‘
pemerintah lain, dinilai dan‘

ditetapkan Senat UGM sebagai‘

usul UGM |

| b. Usul diajukan atas saran dan
|

inisiatif seorang atau lebih stafl
pengajar fakultas dalam
lingkungan UGM diajukan‘
kepada Senat UGM setelah’
dinilai dan disepakati dengan‘
suara bulat oleh Senat Fakultas‘
yang bersangkutan |
c. Dekan selaku Ketua Senat
Fakultas mengajukan usul yang,
telah disepakati kepada Senat‘
UGM dengan dilengkapi
pertimbangan kelayakan jasa,
dan bukti karya akademik untuk
ditetapkan menjadi usul UGM |
d. Rektor membentuk tim ad hoc|
yang terdiri atas anggota Senat|
UGM (apabila perlu ditambah|
dengan anggota staf pengajar!
UGM yang bukan Senat UGM) |
e. Tim ad hoc bertugas melakukan
penilaian pendahuluan atas usul
yang diajukan atas saran dan‘
inisiatif instansi pemerintah‘
tersebut |
f. Usul yang telah dinilai dan
disepakati dengan suara bulat‘
oleh tim ad hoc disertai dengan‘
pertimbangan kelayakan jasa‘

dan bukti karya akademik,



h. Kemudian usul (UGM) tersebut

\
\
|
|
\
|
\
\
|
|
\
|
\
\
|
|
\
2. Peresmian pemberian gelar doktor,
\
\
|
|
\
|
\
\
|
|
\
|
\

Rektor (selaku Ketua Senat),
kepada Senat UGM untuk
ditetapkan menjadiusul UGM |

. Senat UGM menetapkan usull

UGM dengan persetujuan suaral
bulat yang artinya adalah bahwal
anggota Senat yang hadir (yang

ilmu
|
[

otoritas bidang
pengetahuannya meliputi jasa
dan karya calon penerima gelar
tersebut) tidak ada yang

mengajukan keberatan asasi

|
\
\
\
diajukan kepada Menteri‘

Pendidikan dan Kebudayaan‘

untuk memperoleh persetujuan. |

kehormatan |

a. Usul UGM yang mendapat

persetujuan dari Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan|
diberitahukan oleh Ketua Senatl
UGM kepada calon penerimal

gelar Doktor Kehormatan |

b. Dibentuk tim promosi oleh

Senat UGM yang terdiri dari
atas anggota Senat UGM

Tim promosi ini bertugas
mengumpulkan dan memilih
bahan-bahan -dokumen-—yang

. Setelah diwisuda, penerima

dapat membuktikan tanpa ragu,
kelayakan jasa dan keunggulan
karya akademik calon penerimal
gelar Doktor Kehormatan untuk|
menyusun naskah pidatol
promosi yang akan dibacakanl

oleh promotor |

. Sesuai tradisi UGM, Ketual

Senat UGM bertindak selaku‘

promotor dengan

menyampaikan pidato promosi‘
yang disiapkan final oleh tim‘
promosi

|
gelar Doktor Kehormatan‘
mengucapkan pidato ilmiah‘
berkenaan dengan ruang
lingkup jasa dan karya yang,

menjadi dasar promosinya.




_—

|
| Dalam rangka penilaian usu
‘pemberian gelar doktor kehormatan‘,
‘usul dari fakultas di lingkungan UGM
‘diajukan kepada Senat UGM, til’l"l
‘seleksi ditetapkan dalam Keputusar‘l
Ketua Majelis Guru Besar UGM[
‘Sebagai contoh pada tahun 2002 yaitu(
‘Keputusan Ketua Majelis Guru Besa¥
\UGM No. 18/SK/MGB/2002 tentang
[Pembentukan Tim Seleksi Penerima
\Gelar Doktor Kehormatan (Doctor
Honoris Causa) UGM dari Fakultas
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM
/dan Keputusan Ketua Majelis Guru
Besar UGM No. 19/SK/MGB/2002
ltentang Pembentukan Tim Seleksi
Penerima Gelar Doktor Kehormatan
‘(Doctor Honoris Causa) UGM dari
Fakultas Kedokteran UGM.
‘Keputusan tersebut menetapkar‘l
pembentukan tim seleksi penerima
Gelar Doktor Kehormatan (Doctor
Honoris Causa) UGM dari Fakulta
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM
dan Kedokteran UGM dengaq

susunan anggota, tugas tim seleksik

dan biaya pelaksanaan kegiatan tugas

tim seleksi. Tim seleksi bertugas

gerta memutuskan calon penerimal
Gelar Doktor Kehormatan (Doctor
Honoris Causa) UGM dari Fakultas|
[lmu Sosial dan Ilmu Politik UGM
dan Kedokteran UGM.

Hal tersebut diatas sesuai
dengan Peraturan Pemerintah RI|
Nomor 43 Tahun 1980 tentang
Pemberian Gelar Doktor Kehormatan|
(Doctor Honoris Causa) yang
menjelaskan mengenai pelaksanaan!

bemberian gelar ini dilakukan oleh!

berguruan tinggi dengan persetujuan

menteri dan sesuai dengan tata cara
| ang berlaku pada perguruan tinggi

\

ang bersangkutan, lebih lanjut,
Pemberian gelar ini disertai dengan‘
emberian piagam yang‘

Tiitandatangani olehrektor perguruan



tinggi serta penerima gelar berhakl

mencantumkan di depan namanyal
Gelar Doktor Kehormatan, disingkatl
Hengan Dr.H.C. |
\ \
i’enerima Gelar Doktor Honoris |
bausa (HC)/Gelar Kehormatan |
hari UGM |
| Sampai dengan saat ini UGM
}elah memberikan gelar Doktor‘
FC/Doktor Kehormatan kepada‘
Presiden, kepala negara, menteri, gury
pesar, sastrawan, wartawan, dll, baik‘
nasional maupun internasional,
Pemberian gelar tersebut sebagai
salah satu bentuk apresiasi UGM|
terhadap sumbangsih penerima gelar|
terhadap kemajuan ilmu pengetahuan.|
Sejak UGM berdiri sampai denganl
§aat ini, tahun 2016, UGM telahl
banyak memberikan gelar Doktor
HC/Doktor Kehormatan. Di
lantaranya adalah pada tahun 2016 ini
bGM memberikan gelar Doktor
hC/Doktor Kehormatan ke-23
Lepada Dato' Sri Prof. Dr. Tahir,
MBA. atas perhatian dan

Fomitmennya yang tinggi dan berjasa

dalam pengembangan pendidikan dan|
pengajaran dalam satu ataul
sekelompok bidang ilmul

bengetahuan, teknologi dan sosial
|

lBudaya, kemanusiaan dan

Lemasyarakatan. Jasa-jasa yang

(‘1iberikan sangat bermanfaat bagi

|

. \
LemaJuan, kemakmuran dan‘
| esejahteraan bangsa dan negara‘
khususnya serta umat manusia pada‘

|
Pernah memberikan gelar Doktor‘

HC/Doktor Kehormatan ke-4 kepada,
Bhumibol Adulyedej, Raja Thailand,
pada tanggal 12 Februari 1960.

ymumnya. Selain itu, UGM juga

Kepada Naradom Sihanoek, Kepala|

Negara Kamboja, pada tanggal 30
November 1962.
\

| Honoris Causa Bhumibol Adulyade;j



II -
‘Honoris Causa Norodhom Sihanouk |
\ \

Diasdado Macapagal, Presiden
Ilhilipina, pada tanggal 24 Februari
1964. Ki Hadjar Dewantoro, Ketua
Perguruan Taman Siswa, pada tanggal

19 Desember 1956. Prof. Ir. H

Johannes, Guru Besar UGM, pada

thnggal 19 Agustus 1975. WS Rendra,
\ \

| |
SUMBER: |

{. Keputusan Menteri Perguruan!
| Tinggi dan Ilmu Pengetahuan No. |
120 Tahun 1963 tentang
|  Penertiban Pemberian Gelar|
| “Doctor” dan Doctor Honoris!
Causa” (Doktor Kehormatan)
|

serta Gelar-Gelar Sarjana‘

Honoris Causa Ir. Soekarno

Penyair/Budayawan, pada tanggal 24

\
Agustus 2008. Momentum pemberiar‘l

gelar Doktor HC/Doktor Kehormatan

yang pertama kali diberikan oleh UGM

\ \
a}dalah kepada Ir. Soekarno, Presider‘l

Republik Indonesia, pada tanggal 19

Desember 1951 padabidang hukum. |
\ \

|
. Surat Edaran Menteri Pendidikan|

dan Kebudayaan RI No.

52/MPK/92 tentang Pedoman‘

\

g

\

\

| _ N
| Pemberian Gelar Doctor Honorls‘
\

5

\

\

|

Causa (SA/SC.PM/44) \
. Peraturan Pemerintah RI No. 43

\
Pemberian Gelar Doktor‘

Tahun 1980 tentang Pedoman



. Keputusan Menteri Pendidikan dan

. Keputusan Ketua Majelis Guru

Causa) (SA/SC.PM/17)

. Keputusan Rektor/Ketua Senat

Universitas Gadjah Mada No.
UGM/161/6000/UM/01/37
tentang Pelaksanaan Pemberian
Gelar Doktor Kehormatan (Doctor‘
|

Honoris Causa) pada Universitas
Gadjah Mada (AS2/PP.PH/18)

\
\
Kebudayaan RI No. 036/U/1993
tentang Gelar dan Sebutan Lulusan‘
Perguruan Tinggi |
|
Besar UGM No. 18/SK/MGB/2002,
tentang Pembentukan Tim Seleksi
Doktor
Kehormatan (Doctor Honoris|
Causa) UGM dari Fakultas Ilmul

Penerima Gelar

—o— —oo—

}O.Honoris Causa Norodhom

.Daftar Nama Penerima Derajat

Sosial dan Ilmu Politik

. Keputusan Ketua Majelis Gurul

Besar UGM No. 19/SK/MGB/2002|
tentang Pembentukan Tim Seleksil
Doktor
Kehormatan (Doctor Honoris
Causa) UGM dari Fakultas
Kedokteran.

Penerima Gelar

Doktor HC UGM (SA/PP.PH/1)
.Honoris
(AF/AM.MC/1951-1F)

Soekarno

|
|
|
\
\
\
|
Causa Ir. |
|
\
\

Sihanouk (AF/AM.MC/1962-1F)

}1.H onoris Causa Bhumibol‘

Adulyadej (AF2/AM.MC/1960-|
1A) |




